KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 79/PR.07/72/2022
TENTANG

PENETAPAN RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH,

Menimbang :

Mengingat :

bahwa dalam rangka melaksanakan proses reformasi
birokrasi dan rencana aksi perlu dilakukan evaluasi kinerja
organisasi, evaluasi kelembagaan, evaluasi kondisi kerja
pegawai untuk menilai kondisi birokrasi di lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah;

bahwa dalam rangka menindaklanjuti percepatan
pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah, maka perlu
menetapkan rencana aksi reformasi birokrasi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah tentang
Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);



Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6109);

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang
Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 10);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1763);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman
Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas



Menetapkan :

KESATU

10.

11.

12.

13.

14.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman
Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman
Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-
Kpt/05/KPU/IX/2019 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-
Kpt/01/KPU/V /20219 tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi
Tengah Nomor 60/ORT.07/72/2022 tentang Pembentukan
Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan

Umum Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI
TENGAH TENTANG RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI
TENGAH TAHUN 2022.

Menetapkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Keputusan ini.



KEDUA

KETIGA

Rencana Aksi Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU, bertujuan untuk:

a.

Menjadi pedoman pelaksanaan Reformasi Birokrasi di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi
Tengah Tahun 2022;

Menciptakan birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Tengah yang profesional, berkarakteristik,
berintegritas, berkinerja tinggi, berdedikasi, melayani publik,
netral dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik
aparatur negara,;

Peningkatan kualitas pelayanan dan penataan sistem
manajemen sumber daya manusia yang profesional di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi

Tengah.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai
dengan bulan Desember Tahun 2022.

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal 20 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

ttd.

TANWIR LAMAMING

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Kepala Bagian Hukum dan SDM,

v

Rizal Jasman



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 79/PR.07/72/2022

TENTANG

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2022

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2022

NO AREA KEGIATAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KEBERHASILAN PELAKSANAAN (BULAN) KET.
PERUBAHAN 4156|789 |10 11 |12
1 2 3 4 5 6 | 7 8o 10|11 |12]13[14] 15[ 16 [ 17 18
1 | Manajemen Perencanaan Pembentukan Tim SK Tim Reformasi Birokrasi
Perubahan Reformasi Reformasi Birokrasi/ mencakup Pembentukan Tim
Birokrasi Penanggungjawab Agen Perubahan Reformasi
Reformasi Birokrasi di Birokrasi di lingkungan KPU
lingkungan KPU Provinsi Provinsi Sulawesi Tengah
Sulawesi Tengah
Penyusunan Rencana Aksi | Tersedianya dokumen Rencana
Reformasi Birokrasi KPU Aksi Reformasi Birokrasi KPU
Provinsi Sulawesi Tengah Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2022 Tahun 2022
Pelaksanaan Sosialisasi Reformasi » Tersedianya media
manajemen Birokrasi melalui berbagai sosialisasi Reformasi
perubahan media Birokrasi di lingkungan KPU

Provinsi Sulawesi Tengah
yang dapat diakses oleh
internal dan eksternal
Pembangunan kolom
Reformasi Birokrasi pada
laman website KPU Provinsi
Sulawesi Tengah yang
berisikan dokumentasi/
pelaporan pelaksanaan
Reformasi Birokrasi di
lingkungan KPU Provinsi
Sulawesi Tengah




Sosialisasi nilai-nilai untuk
menegakan integritas
penyelenggara Pemilu dan
ASN

* Menurunnya jumlah

pelanggaran kode etik
penyelenggara Pemilu

* Menurunnya angka

pelanggaran displin ASN

Penyelenggaraan Integritas

di lingkungan KPU Provinsi

Sulawesi Tengah

* Penandatanganan Pakta
Integritas Penyelenggara
Pemilu dan ASN di
lingkungan KPU Provinsi
Sulawesi Tengah

* Pelaporan LHKPN dan
LHKASN setiap tahun

* Pelaksanaan manajemen
benturan kepentingan

* Pembangunan Zona
Integritas

Persentase
penandatanganan Pakta
Integritas baik Anggota dan
ASN

Persentase pelaporan
LHKPN dan LHKASN
Dokumen laporan
penanganan benturan
kepentingan berikut
dokumentasi

Surat pernyataan potensi
benturan kepentingan,
Surat pernyataan bebas
benturan kepentingan,
Deklarasi pencanangan
Zona Integritas

Internalisasi nilai-nilai
dasar organisasi dan
menciptakan budaya kerja
positif dilingkungan KPU
Provinsi Sulawesi Tengah

Tersedianya media
sosialisasi nilai-nilai dasar
organisasi dan budaya kerja
positif di lingkungan KPU
Provinsi Sulawesi Tengah
Diterapkannya budaya kerja
positif yang dituangkan
dalam standar operasional
pelaksanaan kegiatan/tugas
keseharian

Pembangunan instrument
reward dan punishment
yang mendorong motivasi
perubahan terutama yang
terkait dengan pelayanan
kepada publik

Tersedianya instrumen
reward dan punishment di
lingkungan KPU Provinsi
Sulawesi Tengah
Pembangunan survei
kepuasan layanan sebagai
indikator perbaikan
pelayanan di lingkungan
KPU Provinsi Sulawesi
Tengah




Monitoring,
Evaluasi dan
Pelaporan

Melakukan monitoring
pelaksanaan Rencana Aksi
Reformasi Birokrasi di
lingkungan KPU Provinsi
Sulawesi Tengah

Tersedianya dokumen
monitoring dan evaluasi
Rencana Aksi Reformasi
Birokrasi di lingkungan KPU
Provinsi Sulawesi Tengah

Melakukan evaluasi
pelaksanaan Rencana Aksi
Reformasi Birokrasi di
lingkungan KPU Provinsi
Sulawesi Tengah melalui
Lembar Kerja Evaluasi
(Penilaian Mandiri
Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi)

* Tersedianya dokumen
tindak lanjut dari hasil
evaluasi Rencana Aksi di
lingkungan KPU Provinsi
Sulawesi Tengah

* Terisinya Lembar Kerja
Evaluasi (LKE) KPU Provinsi
Sulawesi Tengah

Melakukan pelaporan
Rencana Aksi Reformasi
Birokrasi di lingkungan
KPU Provinsi Sulawesi
Tengah, kepada Tim
Pengarah secara berkala
dan menyampaikan kepada
KPU RI cq Biro
Perencanaan dan
Organisasi

1. Tim RB KPU RI menerima

pelaporan:

e SK TIM RB, Tim Agen
Perubahan KPU Provinsi
Sulawesi Tengah

* Rencana Aksi Reformasi
Birokrasi KPU Provinsi
Sulawesi Tengah

* Lembar Kerja Evaluasi
(LKE) KPU Provinsi
Sulawesi Tengah

* Terisinya LKE KPU
Provinsi Sulawesi Tengah

e Terisinya LKE KPU
Provinsi Sulawesi Tengah
di aplikasi PMPRB online
jka ditunjuk sebagai
sampel

2.Tersedianya dokumen
tindak lanjut dari hasil

evaluasi Rencana Aksi di

lingkungan KPU Provinsi

Sulawesi Tengah serta

pelaksanaan yang sudah

ditindaklanjuti dari evaluasi
sebelumnya




Perubahan
Pola Pikir dan
Budaya Kerja

Keterlibatan pimpinan unit
kerja secara aktif dan
berkelanjutan dalam
pelaksanaan Reformasi
Birokrasi

Pembentukan agent of
change ataupun role model
untuk menggerakkan unit
kerja dalam melakukan
perubahan

* Pimpinan menjadi role model
dalam pembangunan
Reformasi Birokrasi

* Penetapan agen perubahan
dalam pembangunan
Reformasi Birokrasi

* Pelaksanaan pelatihan
budaya kerja dan pola pikir

Penataan
Peraturan
Perundangan
/Deregulasi
Kebijakan

Harmonisasi

Telah dilakukan
identifikasi, analisis dan
pemetaan terhadap
kebijakan yang tidak
harmonis/tidak sinkron/
bersifat menghambat yang
akan direvisi/dihapus

Telah dilakukan revisi
kebijakan yang tidak
harmonis/tidak sinkron/
bersifat menghambat

Identifikasi, analisis dan
pemetaan peraturan
perundang-undangan

Peran
Kebijakan

Kebijakan yang diterbitkan
memiliki peta keterkaitan
dengan kebijakan lainnya

Kebijakan yang diterbitkan oleh
KPU Provinsi Sulawesi Tengah
memiliki keterkaitan dengan
kebijakan lainnya

Kebijakan terkait pelayanan
dan atau perizinan yang
diterbitkan memuat unsur
kemudahan dan efisiensi
pelayanan utama unit
kerja; jumlah kebijakan
terkait pelayanan dan atau
perizinan baru yang terbit;
jumlah kebijakan terkait
pelayanan dan atau
perizinan yang terbit
memuat unsur kemudahan
dan efisiensi pelayanan
utama instansi

Jumlah kebijakan terkait
pelayanan dan atau perizinan
yang baru diterbitkan




Penataan Evaluasi - FGD Evaluasi di - Dokumentasi laporan FGD
Organisasi / | organisasi lingkungan KPU Provinsi evaluasi di lingkungan KPU
Aspek Sulawesi Tengah Provinsi Sulawesi Tengah
Kelembagaan - Pengisian kuesioner - Pelaporan kuesioner
evaluasi organisasi evaluasi organisasi
Penyesuaian - Dilaksanakannya - SOTK sesuai PKPU 14
SOTK penyesuaian SOTK di Tahun 2021
lingkungan Sekretariat - Tersedianya struktur
KPU Provinsi Sulawesi organisasi Sekretariat KPU
Tengah Provinsi Sulawesi Tengah
- Pembuatan dokumen
struktur organisasi
Sekretariat KPU Provinsi
Sulawesi Tengah
Penataan Proses Bisnis Penerapan Standar Penyusunan proses bisnis
Tata dan Standar Operasional Prosedur (SOP) | beserta SOP nya untuk
Laksana Operasional mencapai tujuan dan sasaran

Prosedur (SOP)

yang sudah ditentukan

Sistem Implementasi SPBE telah Pemanfaatan IT dalam
Pemerintahan terintegrasi dan mampu meningkatkan fungsi
Berbasis mendorong pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat
Elektronik pelayanan publik yang lebih
(SPBE) cepat dan efisien
Implementasi SPBE telah
terintegrasi dan mampu
mendorong pelaksanaan
pelayanan internal
organisasi yang lebih cepat
dan efisien
Keterbukaan Kebijakan pimpinan Secara proaktif melaksanakan
informasi tentang keterbukaan kebijakan penerapan
publik informasi publik keterbukaan informasi kepada
Melakukan monitoring dan | publik melalui PPID
evaluasi pelaksanaan
kebijakan keterbukaan
informasi publik
Penerapan Penerapan sistem arsip Terkelolanya arsip statis,
sistem dinamis, manual dan digital di

kearsipan yang
handal

lingkungan Sekretariat KPU
Provinsi Sulawesi Tengah




Kerjasama dengan arsip
daerah

Terdokumentasinya arsip vital

Pembangunan JF Arsiparis
di lingkungan KPU Provinsi
Sulawesi Tengah

Jumlah pemangku JF Arsiparis

Sistem
Manajemen
Sumber
Daya
Manusia

Perencanaan Perhitungan kebutuhan Penyusunan budgeting
kebutuhan pegawai sesuai kebutuhan | pegawai, Anjab dan ABK
pegawai sesuai unit kerja
dengan Pelaksanaan analisis
kebutuhan jabatan dan analisis beban
organisasi kerja

Pelaksaan analisis jabatan

dan analisis beban kerja

sesuai kebutuhan unit

kerja dan selaras dengan

kinerja utama
Pengembangan Identifikasi kebutuhan Penyusunan matriks
pegawai kompetensi kebutuhan pegawai berbasis
berbasis kompetensi
kompetensi

Pengembangan pegawai

berbasis kompetensi sesuai

dengan rencana dan

kebutuhan kompetensi
Penetapan Penerapan penetapan Penyusunan SKP dan dokumen
Kinerja kinerja individu perjanjian kinerja
Individu

Penilaian kinerja individu
yang terkait dengan kinerja
organisasi

Pengukuran kinerja
individu sesuai dengan
indikator kinerja individu
level diatasnya.

Pelaksanaan pengukuran
kinerja individu secara
periodik

Monitoring dan evaluasi
atas pencapaian kinerja
individu




Hasil penilaian kinerja
individu telah dijadikan
dasar untuk pengembangan
karir individu/pemberian
reward and punishment
lainnya

Penegakan Aturan disiplin/kode Penyusunan kode etik pegawai
aturan etik/kode perilaku instansi
disiplin/kode telah ditetapkan dan
etik/kode diimplementasikan
perilaku Monitoring dan evaluasi

atas pelaksanaan aturan

disiplin/kode etik/kode

perilaku
Pelaksanaan Implementasi Standar Setiap jabatan sudah memiliki
evaluasi Kompetensi Jabatan (SKJ) Standar Kompetensi Jabatan
jabatan pada seluruh jabatan (SKJ)

sesuai kebutuhan unit

kerja

Pelaksanaan evaluasi

jabatan berdasarkan SKJ

yang memberikan dampak

pengembangan SDM
Sistem Sistem informasi Pemanfaatan Aplikasi SIMPEG
Informasi kepegawaian dapat diakses | untuk memudahkan akses
Kepegawaian oleh pegawai pegawai mendapatkan

informasi terkait kepegawaian
Penguatan Penguatan Penyusunan dan Penetapan | Tersedianya Dokumen Revisi
Akuntabilitas | Sistem Revisi Renstra KPU Provinsi | Renstra KPU Provinsi Sulawesi

Akuntabilitas Sulawesi Tengah Tahun Tengah Tahun 2020-2024
Kinerja di 2020-2024
lingkungan
KPU Provinsi
Sulawesi
Tengah

Reviu Renstra KPU Provinsi
Sulawesi Tengah Tahun
2020-2024 secara berkala

Hasil reviu Renstra KPU
Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2020-2024




Penetapan kinerja dengan
menerapkan Reward and
Punishment

* Adanya dokumen penetapan
kinerja hingga level Eselon
v

* % capaian kinerja
merupakan unsur
pemberian Reward and
Punishment

* Peta strategis yang mengacu
pada kinerja utama
organisasi dan dijadikan
dalam penentuan kinerja
seluruh pegawai

Penggunaan anggaran yang
efektif dan efisien

Capaian Sasaran Program dan
Kegiatan 100% atau lebih

Pemanfaatan aplikasi
terintegrasi untuk
menciptakan efektifitas dan
efisiensi anggaran

Adanya aplikasi terintegrasi
telah dimanfaatkan untuk
menciptakan efektifitas dan
efisiensi anggaran

Pengukuran capaian
kinerja di lingkungan
Sekretariat KPU Provinsi
Sulawesi Tengah

Persentase capaian kinerja di
lingkungan Sekretariat KPU
Provinsi Sulawesi Tengah

Evaluasi capaian kinerja di
lingkungan Sekretariat KPU
Provinsi Sulawesi Tengah

* Adanya rencana tidak lanjut
dan pelaksanaan tindak
lanjut atas evaluasi capaian
kinerja unit/satuan kerja di
lingkungan Sekretariat KPU
Provinsi Sulawesi Tengah

* Reviu Laporan Kinerja di
lingkungan KPU Provinsi
Sulawesi Tengah

Pelaporan kinerja di
lingkungan Sekretariat KPU
Provinsi Sulawesi Tengah

Pelaporan kinerja di
lingkungan Sekretariat KPU
Provinsi Sulawesi Tengah tepat
waktu

Pengelolaan
Akuntabilitas
Kinerja

Pemutakhiran data kinerja
di aplikasi E-Lapkin setiap
bulan

» Terisinya data pada aplikasi
E-Lapkin di KPU Provinsi
dan KPU Kabupaten/Kota se
Sulawesi Tengah




Usaha untuk meningkatkan
kapasitas SDM yang
menangani akuntabilitas
kinerja

* Terdapat upaya peningkatan
kapasitas seluruh SDM yang
menangani akuntabilitas
kinerja

* Jumlah pegawai pengelola
akuntabilitas kinerja di
lingkungan Sekretariat KPU
Provinsi Sulawesi Tengah
yang memperoleh pelatihan

* Jumlah pengelola PPBJ
bersertifikat

Pembangunan jabatan

fungsional yang terkait

dengan akuntabilitas

kinerja:

* JF Analisis Pengelola
Keuangan APBN

* JF Pengelola Pengadaan
Barang dan Jasa

* JF Perencana

* Jumlah pengelola keuangan
yang berstatus JF Pengelola
Keuangan APBN

* Jumlah pengelola PBJ yang
berstatus JF Pengelola
Pengadaan Barang dan Jasa

* Jumlah pengelola
perencanaan yang berstatus
JF Perencana

Pemberian Hasil capaian/monitoring Seluruh capaian kinerja
Reward dan Perjanjian Kinerja telah (Perjanjian Kinerja) merupakan
Punishment dijadikan dasar sebagai unsur dalam pemberian reward
pemberian rewad and and punishment
punishment oleh unit kerja
Kerangka Terdapat Peta Strategis Peta strategis (Kerangka Logis)

Logis kinerja

yang mengacu pada kinerja
utama (Kerangka Logis
Kinerja) organisasi dan
dijadikan dalam penentuan
kinerja seluruh pegawai

ada dan mengacu pada kinerja
utama organisasi dan
digunakan dalam penjabaran
kinerja seluruh pegawai.

Keterlibatan
Pimpinan

Keterlibatan pimpinan unit
kerja secara langsung pada
saat penyusunan Revisi
RENSTRA

Pimpinan unit kerja terlibat
secara langsung pada seluruh
penyusunan Revisi RENSTRA

Pimpinan unit kerja terlibat
secara langsung pada saat
penyusunan Penetapan
Kinerja

Pimpinan unit kerja terlibat
secara langsung pada seluruh
penyusunan Penetapan Kinerja




Pimpinan unit kerja
memantau pencapaian
kinerja secara berkala

Pimpinan unit kerja memantau
seluruh pencapaian kinerja
secara berkala

Pimpinan unit kerja telah
memahami kinerja yang
harus dicapai dalam jangka
menengah

Pimpinan unit kerja memahami
kinerja serta strategi
pencapaiannya dalam jangka
menengah

Pimpinan unit kerja
memahami kinerja yang
diperjanjikan di setiap
tahun

Pimpinan unit kerja memahami
kinerja yang harus dicapai
setiap tahun

Pimpinan unit kerja
menindaklanjuti

pencapaian kinerja secara
berkala

Pimpinan unit kerja
menindaklanjuti hasil
pemantauan rencana aksi
secara berkala

Penguatan
Pengawasan

Gratifikasi Pelaksanaan public Public campaign telah
campaign secara berkala dilakukan secara berkala
Implementasi penanganan UPG telah melaporkan secara
gratifikasi berkala tentang praktek
gratifikasi
Evaluasi atas kebijakan Terdapat evaluasi atas
penanganan gratifikasi kebijakan penanganan
gratifikasi
Tindak lanjut hasil evaluasi | Terdapat laporan tindak lanjut
atas penanganan gratifikasi
Penerapan Identifikasi lingkungan Unit kerja telah
SPIP pengendalian mengidentifikasi seluruh

lingkungan pengendalian

Pelaksanaan penilaian
risiko unit kerja

Unit kerja telah menilai
seluruh risiko

Pelaksanaan kegiatan
pengendalian untuk
meminimalisir risiko yang
telah diidentifikasi

Seluruh risiko yang telah
diidentifikasi telah
diminimalisir melalui kegiatan
pengendalian

Penyampaian informasi dan
komunikasi tentang Sistem
Pengendalian Internal (SPI)
kepada seluruh pihak
terkait.

SPI telah diinformasikan dan
dikomunikasikan kepada
seluruh pihak terkait




Pemantauan pengendalian
intern

Sistem pengendalian intern
dimonitoring dan dievaluasi
secara berkala

Evaluasi dan Penerapan SPI
pada unit kerja

Monitoring dan evaluasi telah
dilakukan secara berkala serta
memberikan perbaikan dalam
penerapan SPI

Pengaduan Tindak lanjut hasil Seluruh hasil penanganan Jika
Masyarakat penanganan pengaduan pengaduan masyarakat telah terdapat
masyarakat ditindaklanjuti pengaduan
Evaluasi atas penanganan Penanganan pengaduan Jika
pengaduan masyarakat masyarakat dimonitoring dan terdapat
evaluasi secara berkala pengaduan
Tindak lanjut hasil evaluasi | Terapat laporan hasil evaluasi Jika
atas penanganan atas tindak lanjut penanganan terdapat
pengaduan masyarakat pengaduan masyarakat pengaduan
Whistle Sosialisasi Whistle Blowing | Whistle Blowing System
Blowing System ke seluruh pegawai | disosialisasikan ke seluruh
System pegawai
Penanganan Sosialisasi penanganan Penanganan benturan
Benturan benturan kepentingan ke kepentingan telah
Kepentingan seluruh pegawai disosialisasikan ke seluruh
pegawai
Implementasi penanganan Penanganan benturan
Benturan Kepentingan kepentingan telah
diimplementasikan
Evaluasi atas penanganan Penanganan benturan
benturan kepentingan kepentingan dimonitoring dan
evaluasi secara berkala
Tindak lanjut hasil evaluasi | Seluruh hasil evaluasi atas
atas penanganan benturan | penanganan benturan
kepentingan kepentingan telah
ditindaklanjut
Pembangunan Pencanangan Terdapat dokumen

Zona Integritas

Pembangunan Zona
Integritas level unit kerja
dengan penandatanganan
pakta integritas

penandatanganan pakta
integritas

Pembangunan zona
integritas secara intensif

Pembangunan zona integritas
dilakukan secara intensif




Evaluasi atas
pembangunan zona
integritas secara berkala

Pembangunan zona integritas
telah dimonitor dan evaluasi
secara berkala

Peningkatan
Kualitas
Pelayanan
Publik

Standar Penetapan kebijaan standar | Terdapat penetapan Standar

Pelayanan pelayanan terhadap seluruh | Pelayanan terhadap seluruh
jenis pelayanan sesuai asas | jenis pelayanan, dan sesuai
serta komponen standar asas serta komponen standar
pelayanan publik yang pelayanan publik yang berlaku
berlaku
Publikasi standar Standar pelayanan telah
pelayanan telah dimaklumatkan pada seluruh
dimaklumatkan pada jenis pelayanan dan
seluruh jenis pelayanan dipublikasikan minimal di
dan dipublikasikan minimal | website
di website
Reviu dan perbaikan atas Dilakukan reviu dan perbaikan
standar pelayanan dengan | atas standar pelayanan dan
melibatkan stakeholders dilakukan dengan melibatkan
(antara lain: tokoh stakeholders (antara lain:
masyarakat, akademisi, tokoh masyarakat, akademisi,
dunia usaha dan lembaga dunia usaha dan lembaga
swadaya masyarakat), serta | swadaya masyarakat) serta
memanfaatkan masukan memanfaatkan masukan hasil
hasil SKM dan pengaduan SKM dan pengaduan
masyarakat masyarakat

Budaya Usaha peningkatan Telah dilakukan

Pelayanan kemampuan dan/atau pelatihan/sosialisasi pelayanan

Prima kompetensi tentang prima, sehingga seluruh

penerapan budaya
pelayanan prima melalui
pelatihan/sosialisasi
kepada seluruh pegawai

petugas/pelaksana layanan
memiliki kompetensi sesuai
kebutuhan jenis layanan

Informasi tentang
pelayanan mudah diakses
secara online melalui
berbagai media (website/
media sosial)

Seluruh informasi tentang
pelayanan dapat diakses secara
online (website/ media sosial)
dan terhubung dengan sistem
informasi pelayanan publik
nasional




Pemberian penghargaan
dan sanksi bagi pegawai
yang minimal memenuhi
unsur penilaian: disiplin,
kinerja, dan hasil penilaian
pengguna layanan dan
diterapkan ke seluruh
pegawai

Telah terdapat kebijakan
pemberian penghargaan dan
sanksi yang minimal
memenuhi unsur penilaian:
disiplin, kinerja dan hasil
penilaian pengguna layanan
dan telah diterapkan ke
seluruh petugas/pelaksana
layanan

Sistem pemberian
kompensasi kepada
penerima layanan bila
layanan tidak sesuai
standar

Telah terdapat sistem
pemberian kompensasi bila
layanan tidak sesuai standar
bagi penerima layanan di
seluruh jenis layanan

Sarana layanan terpadu/
terintegritas dan sarana
prasarana layanan
memenuhi standar sarpras

Seluruh pelayanan sudah
dilakukan secara terpadu dan
sarana prasarana layanan
memenuhi standar sarpras

Pengelolaan Media pengaduan dan Menyediakan sarana
Pengaduan konsultasi pelayanan pengaduan masyarakat dan
konsultasi layanan
Unit yang mengelola Membentuk Tim Pengelola
pengaduan dan konsultasi Pengaduan dan Konsultasi
pelayanan Pelayanan
Tindak lanjut atas seluruh | Telah dilakukan tindak lanjut
pengadun pelayanan untuk | atas seluruh pengaduan
perbaikan kualitas pelayanan untuk perbaikan
pelayanan kualitas pelayanan
Evaluasi atas penanganan Evaluasi atas penanganan
keluhan/masukan dan keluhan/masukan dan
konsultasi konsultasi dilakukan secara
berkala
Penilaian Pelaksanaan survei Dilakukan survei secara
kepuasan kepuasan masyarakat berkala terhadap kepuasan
terhadap terhdap pelayanan masyarakat terhadap
pelayanan pelayanan KPU Provinsi

Sulawesi Tengah




b | Hasil survei kepuasan
masyarakat dapat diakses
secara terbuka

Hasil survei kepuasan
masyarakat dapat diakses
secara online (website, media
sosial, dll) dan offline

¢ | Tindak lanjut atas hasil
survei kepuasan
masyarakat

Dilakukan tindak lanjut atas
seluruh hasil survei kepuasan
masyarakat

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH
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